BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya,

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Negara Indonesia, HAM mendapatkan perhatian yang besar terlihat dari
peraturan perundang-undangan yang dibuat demi menegakkan dan
melindungi HAM, khususnya hak kebebasan beragama yang sudah diakui
secara internasional. Akan tetapi, terdapat peraturan perundang-undangan
yang justru ada prinsip HAM yang dilanggar di dalamnya, seperti yang
dibuat oleh Pemerintah Daerah Aceh, yaitu Qanun Aceh No. 4/2016. Qanun
Aceh No. 4/2016 melanggar prinsip kesetaraan dan prinsip non-
diskriminatif dalam HAM. Hal ini terlihat dari salah satu pasal yang
terkandung dalam aturan ini, yaitu Pasal 19 Qanun Aceh No. 4/2016 yang
menjelaskan, bahwa syarat-syarat pendirian tempat ibadah yang terdapat
dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 18 Qanun Aceh No. 4/2016 hanya
berlaku bagi pendirian tempat ibadah umat non-Islam.

2. Qanun Aceh No. 4/2016 mengatur beberapa hal, salah satunya izin
pendirian tempat ibadah. Izin pendirian tempat ibadah memiliki hubungan
yang erat dengan hak kebebasan beragama sebab dalam hak kebebasan
beragama diletakkan hak untuk menjalankan ibadah yang tentunya
berkonsekuensi terhadap diperlukannya tempat untuk melakukan setiap
aktivitas atau kegiatan keberagamaan yang ada. Juga, dalam pendirian
rumah ibadat terdapat pembatasan yang berhubungan erat juga dengan hak
kebebasan beragama, sebab dalam proses pemenuhan hak kebebasan
beragama melalui menjalankan kegiatan atau aktivitas beragama dengan
menggunakan tempat ibadah, perlu juga untuk memerhatikan hak
kebebasan beragama dari pihak lain atau umat beragama yang lain. Jadi,
pembatasan dan izin pendirian tempat ibadah berhubungan erat dengan hak

kebebasan beragama.
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3. Qanun Aceh No. 4/2016 bertentangan dengan PBM No. 8 dan 9/2006.
Padahal, Qanun Aceh No. 4/2016 merupakan peraturan perundang-
undangan yang berada di bawah PBM No. 8 dan 9/2016 dan juga pembuatan
Qanun Aceh No. 4/2016 mengacu pada PBM No. 8 dan 9/2016. UU
Pemerintahan Aceh juga telah menetapkan wewenang apa saja yang dimiliki
oleh Daerah Provinsi Aceh atas otonomi khusus yang diberikan oleh Negara
Indonesia kepadanya dalam menjalankan Syariat Islam, tetapi Pemerintah
Aceh membuat dan menetapkan aturan yang menyimpang dari kewenangan

yang seharusnya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran berikut:

1. Menjaga dan melindungi HAM yang salah satunya adalah hak kebebasan
beragama telah menjadi tugas dan tanggung jawab Negara Indonesia
melalui pemerintah, baik dalam tingkat pusat maupun daerah, yang dapat
diwujudkan dengan menetapkan peraturan perundang-undangan yang
melindungi hak kebebasan beragama. Asas hukum, khususnya dalam
hierarki perundang-undangan menetapkan, bahwa peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Qanun Aceh No.
4/2016 tidak boleh bertentangan dengan PBM No. 8 dan 9/2006 sebagai
peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya. Memang Daerah
Provinsi Aceh memiliki otonomi khusus untuk menjalankan Syariat Islam,
namun UU Pemerintahan Aceh telah menetapkan wewenang apa saja yang
dimiliki oleh Daerah Provinsi Aceh dan tidak boleh disimpangi oleh
Pemerintahan Daerah Aceh, mengingat Daerah Provinsi Aceh masih tetap
merupakan bagian dari NKRI. Maka dari itu, sebaiknya, aturan-aturan
dalam Qanun Aceh No. 4/2016 yang belum sesuai dengan apa yang terdapat
dalam PBM No. 8 dan 9/2016 perlu disesuaikan melalui pengkajian ulang
Qanun Aceh No. 4/2016 terhadap PBM No. 8 dan 9/2016, lalu melakukakan
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amandemen terhadap Qanun Aceh No. 4/2016. Pengkajian ulang yang
dimaksud dilakukan dalam bentuk legislative review.

. Qanun Aceh No. 4/2016 menunjukkan telah ditetapkannya suatu aturan
yang melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebab terkandung-
nya aturan yang tidak setara dan bersifat diskriminatif. Oleh karena
beberapa aturan dalam Qanun Aceh No. 4/2016 ini tidak berlaku bagi satu
agama dan hanya berlaku bagi agama-agama lain di luar satu agama
tersebut, padahal seluruh umat beragama memiliki posisi yang sama atau
setara. Maka dari itu, sebaiknya, Pemerintah Daerah Provinsi Aceh
melakukan penghapusan atas Pasal 19 Qanun Aceh No. 4/2016.
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